
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN 
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 

PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN 
NOMOR 53 TAHUN 2017 

TENTANG 

TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa u n t u k melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (3) 
Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 19 
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu mengatur Tata Cara 
Pemeriksaan Pajak Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara 
Pemeriksaan Pajak Daerah; 

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat 
I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1655); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum 
dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak 
Dengan Sura t Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak 
Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republi 
Indonesia Nomor 3987); 



4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Teunbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata 
Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat 
Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4049); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata 
Cara Penjualan Barang Sitaan yang DikecuaUkan dari Penjualan 
Secara Leiang dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Sura t 
Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4050); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jen i s 
Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala 
Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5268); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan 
Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2011 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan 
Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah 
Selatan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2014 Nomor 8, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan D 
Nomor 5); ' 



12. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan 
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan 
Nomor 4); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapan ; PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK 
DAERAH. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan; 
1. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai u n s u r 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Selatan. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan. 
5. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut OPD adalah 

Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang dalam pengelolaan pajak 
daerah. 

6. Kepala OPD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang 
dalam pengelolaan pajak daerah. 

7. Badan adalah sekumpulan orang d a n / a t a u modal yang merupakan kesatuan, 
baik yang melakukan u s a h a m a u p u n yang tidak melakukan u s a h a yang 
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan 
Usaha Milik Negara a tau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam 
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, 
perkumpulan, yayasan, organisasi massa , organisasi sosial politik, a t au 
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya te rmasuk kontrak 
investasi kolektif dan bentuk u s a h a tetap. 

8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada 
Daerah yang terutang oleh orang pribadi a t au badan yang bersifat memaksa 
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 
langsung dan digunakan u n t u k keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. 

9. Subyek Pajak adalah orang pribadi a tau Badan yang dapat dikenakan Pajak. 
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi a t au Badan, meliputi pembayar pajak, 

pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban 
perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan 
perpajakan daerah. 

11. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak u n t u k 
menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. ^ 



12. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) t ahun kalender, 
kecuali bila Wajib Pajak menggunakan t ahun b u k u yang tidak sama dengan 
t ahun kalender. 

13. Pajak yang terutang adalah pajak yang h a r u s dibayar pada sua tu saat, dalam 
Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, a t au dalam Bagian Tahun Pajak sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah. 

14. Surat Pemberi tahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah 
sura t yang oleh wajib pajak digunakan u n t u k melaporkan penghitungan dan 
a tau pembayaran pajak, Obyek pajak d a n / a t a u bukan obyek pajak d a n / a t a u 
har ta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan 
perpajakan daerah. 

15. Surat Pemberitahuan Obyek Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPOPD 
a tau dokumen lain yang dipersamakan, adalah sura t yang digunakan oleh 
Wajib Pajak u n t u k melaporkan data Subyek dan Obyek Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan perpajakan daerah. 

16. Sura t Pemberi tahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT a tau 
dokumen lain yang dipersamakan, adalah sura t yang digunakan u n t u k 
memberi tahukan besamya Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan 
Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak. 

17. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD a tau dokumen 
lain yang dipersamakan, adalah bukti pembayaran a tau penyetoran pajak yang 
telah dilakukan dengan menggunakan formulir a t au telah dilakukan dengan 
cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang di tunjuk oleh Bupati. 

18. Sura t Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD a t au 
dokumen lain yang dipersamakan, adalah sura t ketetapan pajak yang 
menentukan besamya jumlah pokok pajak yang terutang. 

19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat 
SKPDKB a tau dokumen lain yang dipersamakan, adalah sura t ketetapan pajak 
yang menentukan besamya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah 
kekurangan pembayaran pokok pajak, besamya sanksi administratif, dan 
jumlah pajak yang masih h a m s dibayar. 

20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya 
disingkat SKPDKBT, adalah sura t ketetapan pajak yang menentukan 
t ambahan a tas jumlah pajak yang telah ditetapkan berdasarkan data ba ru 
yang belum terungkap a tau belum diperhitungkan berdasarkan hasil 
pemeriksaan sebelumnya di tambahkan dengan pengenaan sanksi sesuai 
dengan peraturan perpajakan daerah. 

21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN a tau 
dokumen lain yang dipersamakan, adalah sura t ketetapan pajak yang 
menentukan jumlah pokok pajak sama besamya dengan jumlah kredit pajak 
a tau pajak tidak t emtang dan tidak ada kredit pajak. 

22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat 
SKPDLB a tau dokumen lain yang dipersamakan, adalah sura t ketetapan pajak 
yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pa jak karena jumlah kredit 
pajak lebih besar daripada pajak yang terutang a tau seharusnya tidak 
temtang. 

23. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah sura t 
u n t u k melakukan tagihan pajak d a n / a t a u sanksi administratif b e m p a bunga n 
d a n / a t a u denda. jr 



24. Surat Keputusan Pembetulan adalah sura t keputusan yang membetulkan 
kesalahan tulis, kesalahan hitung, d a n / a t a u kekeliruan dalam 
penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan 
perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, 
Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang 
Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, 
Surat Tagihan Pajak Daerah, Sura t Keputusan Pembetulan, a tau Surat 
Keputusan Keberatan. 

25. Surat Keputusan Keberatan adalah sura t keputusan a tas keberatan terhadap 
Surat Pemberi tahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang 
Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak 
Daerah Lebih Bayar, a t au terhadap pemotongan a tau pemungutan oleh pihak 
ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, 
keterangan, d a n / a t a u bukti yang di laksanakan secara objektif dan profesional 
berdasarkan sua tu s tandar pemeriksaan u n t u k menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah d a n / a t a u u n t u k tu juan lain dalam 
rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 
daerah. 

27. Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan di tempat 
kedudukan, tempat kegiatan u s a h a a tau pekeijaan bebas, tempat tinggal 
Wajib Pajak, a t au tempat lain yang di tentukan oleh Kepala Badan. 

28. Pemeriksa Pajak Daerah, adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan OPD a tau 
Tenaga Ahli yang di tunjuk Kepala OPD yang diberi tugas wewenang 
dan tanggung jawab u n t u k melaksanakan pemeriksaan di bidang pajak 
daerah. 

29. Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak adalah tanda pengenal yang diterbitkan oleh 
Kepala OPD yang merupakan bukti bahwa orang yang namanya tercantum 
pada kar tu tanda pengenal tersebut sebagai Pemeriksa Pajak. 

30. Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Daerah adalah sura t perintah 
un tuk melakukan Pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban perpajakan d a n / a t a u u n t u k tu juan lain dalam 
rangka melaksanakan ketentuan pera turan perundang-undangan perpajakan 
daerah. 

31. Pembukuan adalah sua tu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur 
u n t u k mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, 
kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan 
penyerahan barang a tau jasa , yang di tutup dengan menyusun laporan 
keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi u n t u k periode Tahun Pajak 
tersebut. 

32. Data yang dikelola secara elektronik adalah data yang bentuknya elektronik, 
yang dihasilkan oleh komputer d a n / a t a u pengolah data elektronik lainnya dan 
disimpan dalam disket, compact disk, tape backup, hard disk, a t a u media 
penyimpanan elektronik lainnya yang diduga a tau dapat diduga berkaitan 
langsung a tau tidak langsung dengan data pembukuan a tau informasi lain 
yang berguna u n t u k kepentingan pelaksanaan pemeriksaan. ^ 



33. Penyegelan adalah t indakan menempelkan kertas segel dalam 
rangka Pemeriksaan pada tempat a tau ruangan ter tentu serta barang 
bergerak d a n / a t a u tidak bergerak yang digunakan a tau pa tu t 
diduga digunakan sebagai tempat a tau alat u n t u k menyimpan buku, 
catatan, dokumen termasuk da ta yang dikelola secara elektronik dan 
benda-benda lain, yang dapat memberi pe tunjuk tentang kegiatan 
u s a h a a tau pekei jaan bebas, a t au sumber penghasilan Wajib Pajak yang 
diperiksa. 

34. Kertas Keija Pemeriksaan adalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat 
oleh Pemeriksa Pajak Daerah mengenai prosedur Pemeriksaan yang ditempuh, 
data, keterangan, d a n / a t a u bukti yang dikumpulkan, pengujian yang 
dilakukan dan simpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan 
Pemeriksaan. 

35. Surat Pemberi tahuan Hasil Pemeriksaan adalah sura t yang berisi tentang 
hasil Pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, 
dasar koreksi, perhitungan sementara jumlah pokok pajak, dan pemberian 
hak kepada Wajib Pajak u n t u k hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil 
Pemeriksaan. 

36. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (Closing Conference) yang 
u n t u k selanjutnya disebut Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan 
adalah pembahasan an ta ra Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak Daerah 
a tas t emuan Pemeriksaan yang hasilnya di tuangkan dalam Berita Acara 
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua 
belah pihak dan berisi koreksi baik yang disetujui m a u p u n yang tidak 
disetujui. 

37. Laporan Hasil Pemeriksaan adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan 
dan hasil Pemeriksaan yang d isusun oleh Pemeriksa Pajak Daerah 
secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tu juan 
Pemeriksaan. 

38. J angka Waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan adalah jangka waktu 
yang diberikan kepada Pemeriksa Pajak Daerah u n t u k melakukan 
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan Wajib Pajak yang dihitung sejak 
tanggal penyampaian Surat Pemberi tahuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib 
Pajak sampai dengan tanggal penandatanganan Berita Acara Pembahasan 
Akhir Hasil Pemeriksaan. 

39. Penetapan Pajak Secara J aba t an adalah t indakan pemeriksa pajak 
daerah u n t u k melakukan perhitungan a tas besamya pajak t emtang 
berdasarkan data yang ada a t au keterangan lain yang diperoleh r\a]am 
pelaksanaan pemeriksaan dikarenakan tidak dipenuhinya kelengkapan 
dokumen d a n / a t a u adanya penolakan pelaksanaan pemeriksaan oleh wajib 
pajak. 

Pasal 2 

Kepala OPD berwenang melakukan Pemeriksaan dengan t u juan u n t u k menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah d a n / a t a u u n t u k tu juan lain 
dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemndang-undangi 
Perpajakan Daerah. T 



BAB II 
PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH 

Bagian Kesatu 
Ruang Lingkup, Kriteria, dan Jangka Waktu Pemeriksaan 

Pasal 3 

(1) Ruang lingkup Pemeriksaan u n t u k menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 
perpajakan daerah dan u n t u k tu juan lain dalam rangka melaksanakan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah meliputi 
penentuan, pencocokan, a tau pengumpulan ma ted yang berkaitan dengan 
tu juan pemeriksaan u n t u k satu, beberapa, a t au seluruh jenis pa jak dan u n t u k 
sa tu a tau beberapa m a s a pajak, bagian t ahun pajak. 

(2) Kriteria pemeriksaan u n t u k menguji kepa tuhan pemenuhan kewajiban 
perpajakan Wajib Pajak, dapat dilakukan dalam hal Wajib Pajak: 
a. menyampaikan sura t pemberi tahuan yang menyatakan lebih bayar; 
b. menyampaikan sura t pemberi tahuan yang menyatakan rugi; a t au 
c. tidak menyampaikan a tau menyampaikan sura t pernberi tahuan tetapi 

melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan 
Perundang-undangan. 

(3) Kriteria pemeriksaan Untuk Tujuan Lain dapat dilakukan dalam hal: 
a. pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah secara jabatan; 
b. penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah; 
c. pemeriksaan dalam rangka pengujian ba tas minimal omzet; 
d. pemeriksaan dalam rangka menindaklanjut i adanya pengaduan tentang 

pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan daerah; 
e. Wajib Pajak mengajukan keberatan; 
f. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;atau 
g. Untuk tu juan lainnya dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan 

daerah. 
(4) Pemeriksaan dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 

h a m s dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan 
pengembalian kelebihan pembayaran pajak. 

Pasal 4 

(1) Pemeriksaan Pajak Daerah dilakukan dengan pemeriksaan lapangan. 
(2) Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) 

minggu dan dapat diperpanjang paling lama 4 (empat) minggu yang dihitung 
sejak tanggal Wajib Pajak menerima sura t pemberi tahuan pemeriksaan dalam 
rangka Pemeriksaan Lapangan sampal dengan tanggal Surat Pemberi tahuan 
Hasil Pemeriksaan. 

(3) Dalam hal pemeriksaan u n t u k tu juan lain maka jangka waktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) di a tas pelaksanaan pemeriksaan tersebut dapat 
diperpanjang lagi paling lama 4 (empat) minggu. 

(4) Pemeriksaan a tas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, 
paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian 
kelebihan pembayaran Pajak. 



Bagian Kedua 
Cara Penyelesaian, Penghentian Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan 

Pasal 5 

Pemeriksaan Lapangan diselesaikan dengan cara: 
a. menghentikan Pemeriksaan dengan membuat laporan hasil pemeriksaan sumir; 

dan 
b. membuat Laporan Hasil Pemeriksaan, sebagai dasar penerbitan sura t ketetapan 

pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan. 

Pasal 6 

Penghentian Pemeriksaan dengan membuat laporan hasil pemeriksaan sumir 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan dalam hal Wajib Pajak 
a t au wakil, kuasa , pegawai, a t au anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib 
Pajak yang diperiksa tidak di temukan dalam jangka waktu Pemeriksaan Lapangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2). 

P a s a l ? 

Pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
huruf b di lakukan dalam hal: 
a. Wajib Pajak a tau wakil, kuasa , pegawai, a t au anggota keluarga yang telah 

dewasa dari Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Lapangan sehubungan 
dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, t idak di temukan dalam jangka waktu 
Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan 
ayat (3). 

b. Wajib Pajak a tau wakil, kuasa , pegawai, a tau anggota keluarga yang telah 
dewasa dari Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Lapangan di temukan dan 
Pemeriksaan dapat diselesaikan dalam jangka waktu Pemeriksaan dan 
perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) dan Ayat (3). 

Bagian Ketiga 
Standar Pemeriksaan Pajak Daerah 

Pasal 8 

(1) Pemeriksaan Pajak Daerah di laksanakan sesuai dengan Standar Pemeriksaan. 
(2) Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Standar 

Umum, Standar Pelaksanaan Pemeriksaan, dan Standar Pelaporan Hasil 
Pemeriksaan. 

Pasal 9 

(1) Standar Umum Pemeriksaan merupakan s tandar yang bersifat pribadi dan 
berkaitan dengan persyaratan Pemeriksa Pajak Daerah dan mu tu 
pekeijaannya. n 

(2) Pemeriksaan di laksanakan oleh Pemeriksa Pajak Daerah yang: 



a. telah mendapat pendidikan dan pelatihan yang cukup serta memiliki 
keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak Daerah, dan menggunakan 
keterampilannya secara cermat dan seksama; 

b . j u ju r dan bersih dari t indakan tercela serta senant iasa mengutamakan 
kepentingan Pemerintah Daerah; dan 

c. taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(3) Bila diperlukan, Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 

dilaks£inakan oleh tenaga ahli di luar OPD yang di tunjuk oleh Kepala OPD. 
(4) Pemeriksa Pajak Daerah te rmasuk tenaga ahli yang di tunjuk sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) tidak dapat digugat d a n / a t a u di tuntut secara hukum, 
terkait dengan pelaksanaan tugas pemeriksaan yang semata-mata dilakukan 
guna memenuhi ketentuan pera turan perundang-undangan perpajakan daerah. 

Pasal 10 

Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Daerah h a r u s di lakukan sesuai Standar 
Pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu: 
a. pelaksanaan Pemeriksaan ha rus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai 

dengan tu juan Pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama; 
b. luas Pemeriksaan (audit scope) di tentukan berdasarkan pe tunjuk yang diperoleh 

yang h a r u s dikembangkan melalui pencocokan data , pengamatan, permintaan 
keterangan, konfirmasi, teknik sampling, dan pengujian lainnya berkenaan 
dengan Pemeriksaan; 

c. t emuan Pemeriksaan ha rus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah; 

d. pemeriksaan di lakukan oleh sua tu Tim Pemeriksa Pajak Daerah yang terdiri dari 
seorang Supervisor, seorang Ketua Tim dan seorang a tau lebih Anggota Tim; 

e. Anggota Tim Pemeriksa Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf d 
dapat di laksanakan oleh seorang a tau lebih yang memiliki keahlian tertentu 
yang bukan merupakan Pemeriksa Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 ayat (3), baik yang berasal dari OPD m a u p u n yang berasal dari Instansi 
di luar OPD yang telah di tunjuk oleh Kepala OPD sebagai tenaga ahli. 

f. pemeriksaan dapat di laksanakan di Kantor OPD, tempat kegiatan u s a h a Wajib 
Pajak, tempat tinggal Wajib Pajak, a tau di tempat lain yang dianggap perlu oleh 
Pemeriksa Pajak Daerah; 

g. pemeriksaan di laksanakan pada j am kei ja dan apabila diperlukan dapat 
di lanjutkan di luar j am keija; 

h. pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas Keija 
Pemeriksaan; dan 

i. laporan hasil pemeriksaan digunakan sebagai dasar penerbitan SKPD d a n / a t a u 
STPD. 

Pasal 11 

Kegiatan Pemeriksaan Pajak Daerah ha rus didokumentasikan dalam bentuk 
Kertas Keija Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h dengan 
memperhat ikan hal sebagai berikut; 
a. Kertas Keija Pemeriksaan d isusun oleh Pemeriksa Pajak Daerah dan berfungsi 

sebagai: 
1. bukti bahwa Pemeriksaan telah di laksanakan sesuai s tandar pelaksanaan 

Pemeriksaan; ^ 



2. bahan dalam melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan Wajib 
Pajak mengenai t emuan Pemeriksaan; 

3. dasar pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan; 
4. sumber data a t au informasi bagi penyelesaian keberatan a tau banding yang 

diajukan oleh Wajib Pajak; dan 
5. referensi u n t u k Pemeriksaan berikutnya. 

b. Kertas Keija Pemeriksaan memberikan gambaran mengenai: 
1. prosedur Pemeriksaan yang dilaksanakan; 
2. data, keterangan, d a n / a t a u bukti yang diperoleh; 
3. pengujian yang telah dilakukan; dan 
4 .kes impulan dan hal-hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan dengan 

Pemeriksaan. 

Pasal 12 

Kegiatan Pemeriksaan Pajak Daerah h a r u s dilaporkan dalam bentuk Laporan Hasil 
Pemeriksaan yang d isusun sesuai s tandar pelaporan hasil Pemeriksaan yaitu: 
a. Laporan Hasil Pemeriksaan d isusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang 

lingkup a tau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tu juan Pemeriksaan, 
memuat kesimpulan Pemeriksa Pajak Daerah yang didukung temuan yang kua t 
tentang ada a tau tidak adanya penyimpangan terhadap pera turan perundang-
undangan perpajakan daerah, dan memuat pula pengungkapan informasi lain 
yang terkait dengan Pemeriksaan; 

b. Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak paling kurang memuat: 
1. penugasan pemeriksaan; 
2. identitas Wajib Pajak; 
3. pembukuan a t au pencatatan Wajib Pajak; 
4. pemenuhan kewajiban perpajakan; 
5. data / informasi yang tersedia; 
6. buku dan dokumen yang dipinjam; 
7. materi yang diperiksa; 
8. ura ian hasil Pemeriksaan; 
9. penghitungan pajak terutang; dan 

10. kesimpulan dan usu l Pemeriksa Pajak Daerah. 

Bagian Keempat 
Kewajiban dan Kewenangan Pemeriksa Pajak Daerah 

Pasal 13 

Pemeriksa Pajak Daerah wajib: 
a. menyampaikan pemberi tahuan secara tertulis tentang akan dilakukannya 

Pemeriksaan kepada Wajib Pajak; 
b. memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak Daerah dan Surat Perintah 

Pemeriksaan Pajak Daerah kepada Wajib Pajak pada waktu melakukan 
Pemeriksaan; 

c. menjelaskan alasan dan tu juan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak; 
d. memperlihatkan Surat Tugas kepada Wajib Pajak apabila su sunan Tim 

Pemeriksa Pajak Daerah mengalami perubahan; 
e. menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak; . I 



f. memberikan hak hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka Pembahasan Akhir 
Hasil Pemeriksaan dalam batas waktu yang telah ditentukan; 

g. melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban 
perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan daerah; 

h. mengembalikan b u k u a tau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan 
a t au pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling 
lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan; dan 

i. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesua tu yang 
diketahui a tau diberi tahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka 
Pemeriksaan. 

Pasal 14 

Pemeriksa Pajak Daerah berwenang: 
a. melihat d a n / a t a u meminjam buku a tau catatan, dokumen yang menjadi dasar 

pembukuan a tau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan 
penghasilan yang diperoleh, kegiatan u s a h a Wajib Pajak, a tau objek yang 
terutang pajak; 

b. mengakses d a n / a t a u mengunduh data yang dikelola secara elektronik; 
c. memasuki dan memeriksa tempat a t au ruang, barang bergerak d a n / a t a u tidak 

bergerak yang diduga a tau pa tu t diduga digunakan u n t u k menyimpan b u k u 
a tau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan a tau pencatatan, 
dokumen lain, uang d a n / a t a u barang yang dapat memberi pe tunjuk tentang 
penghasilan yang diperoleh, kegiatan u s a h a Wajib Pajak, a t au objek yang 
terutang pajak; 

d. meminta kepada Wajib Pajak u n t u k memberi ban tuan guna kelancaran 
Pemeriksaan, an ta ra lain berupa : 
1. menyediakan tenaga d a n / a t a u peralatan a tas biaya Wajib Pajak apabila 

dalam mengakses da ta yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan 
d a n / a t a u keahlian khusus ; 

2. memberi kesempatan kepada Pemeriksa Pajak Daerah u n t u k membuka 
barang bergerak d a n / a t a u tidak bergerak; d a n / a t a u 

3. menyediakan ruangan k h u s u s tempat di lakukannya Pemeriksaan Lapangan 
dalam hal jumlah buku, catatan, dan dokumen sangat banyak sehingga sulit 
u n t u k dibawa ke kantor OPD. 

e. melakukan penyegelan tempat a t au ruang tertentu serta barang bergerak 
d a n / a t a u tidak bergerak; 

f. meminta keterangan lisan d a n / a t a u tertulis dari Wajib Pajak; dan 
g. meminta keterangan d a n / a t a u bukt i yang diperlukan dari Pihak Ketiga yang 

mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui Kepala OPD. 

Bagian Kelima 
Hak dan Kewajiban Wajib Pajak 

Pasal 15 

Wajib Pajak berhak: 
a. meminta kepada Pemeriksa Pajak Daerah u n t u k memperHhatkan Tanda 

Pengenal Pemeriksa Pajak Daerah dan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak 
Daerah; 



b. meminta kepada Pemeriksa Pajak Daerah u n t u k memberikan sura t 
pemberi tahuan pemeriksaan secara tertulis sehubungan dengan pelaksanaan 
Pemeriksaan Lapangan; 

c. meminta kepada Pemeriksa Pajak Daerah u n t u k memberikan penjelasan 
tentang alasan dan tu juan Pemeriksaan; 

d. meminta kepada Pemeriksa Pajak Daerah u n t u k memperlihatkan Surat Tugas 
te rmasuk apabila dikemudian hari s u s u n a n Tim Pemeriksa Pajak Daerah 
mengalami perubahan; 

e. menerima Surat Pemberi tahuan Hasil Pemeriksaan; dan 
f. menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dalam jangka waktu yang 

telah di tentukan. 

Pasal 16 

Wajib Pajak wajib: 
a. memperlihatkan d a n / a t a u meminjamkan b u k u a tau catatan, dokumen yang 

menjadi dasar pembukuan a tau pencatatan, dan dokumen lain yang 
berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan u s a h a Wajib Pajak, 
a t au objek yang terutang pajak; 

b. memberikan kesempatan u n t u k mengakses d a n / a t a u mengunduh data yang 
dikelola secara elektronik; 

c. memberikan kesempatan u n t u k memasuki dan memeriksa tempat a t au ruang, 
barang bergerak d a n / a t a u tidak bergerak yang diduga a tau pa tu t diduga 
digunakan u n t u k menyimpan buku a tau catatan, dokumen yang menjadi dasar 
pembukuan a t au pencatatan, dokumen lain, uang, d a n / a t a u barang yang dapa t 
memberi pe tunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan u s a h a Wajib 
Pajak, a t au objek yang terutang pajak serta meminjamkannya kepada Pemeriksa 
Pajak Daerah; 

d. memberi ban tuan guna kelancaran Pemeriksaan, an ta ra lain berupa : 
1. menyediakan tenaga d a n / a t a u peralatan a tas biaya Wajib Pajak apabila 

dalam mengakses da ta yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan 
d a n / a t a u keahlian khusus ; 

2. memberi kesempatan kepada Pemeriksa Pajak Daerah u n t u k membuka 
barang bergerak d a n / a t a u tidak bergerak; d a n / a t a u 

3. menyediakan ruangan k h u s u s tempat di lakukannya Pemeriksaan Lapangan 
dalam hal jumlah buku, catatan, dan dokumen sangat banyak sehingga sulit 
u n t u k dibawa ke kantor OPD. 

e. menyampaikan tanggapan secara tertulis a tas Surat Pemberi tahuan Hasil 
Pemeriksaan; dan 

f. memberikan keterangan lisan d a n / a t a u tertulis yang diperlukan. 

Bagian Keenam 
Peminjaman Dokumen 

Pasal 17 

(1) Dalam Pemeriksaan Pajak Daerah di lakukan peminjaman atas: 
a. buku, catatan, dokumen, te rmasuk data yang dikelola secara elektronik 

serta keterangan lain yang diperlukan dan diperoleh/ditemukan pada saat 
pelaksanaan Pemeriksaan di tempat Wajib Pajak, dipinjam pada saat i tu 
juga dan Pemeriksa Pajak Daerah membuat bukti peminjaman; ^ 



b. dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara 
elektronik serta keterangan lain yang diperlukan dan belum 
diperoleh/di temukan pada saat pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, Pemeriksa Pajak Daerah membuat sura t 
permintaan peminjaman; dan 

c. buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik 
serta keterangan lain sebagaimana dimaksud dalam huruf b, wajib 
diserahkan kepada Pemeriksa Pajak Daerah paling lama 5 (lima) hari kei ja 
sejak sura t permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen 
disampaikan kepada Wajib Pajak. 

(2 Dalam hal buku, catatan, dan dokumen yang dipinjam berupa fotokopi 
d a n / a t a u da ta yang dikelola secara elektronik, Wajib Pajak yang diperiksa 
h a r u s membuat sura t pemyataan bahwa fotokopi d a n / a t a u da ta yang dikelola 
secara elektronik yang dipinjamkan kepada Pemeriksa Pajak Daerah adalah 
sesuai dengan aslinya. 

(3) Apabila buku , catatan, dokumen, te rmasuk data yang dikelola secara elektronik 
serta keterangan lain belum terpenUhi dalam jangka waktu 5 (lima) hari kei ja 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pemeriksa Pajak Daerah 
menyampaikan peringatan secara tertulis kepada wajib pajak u n t u k memenuhi 
permintaan dokumen dimaksud paling lambat 3 (tiga) hari kei ja sejak tanggal 
peringatan. 

(4) Dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara 
elektronik serta keterangan lain perlu dilindungi kerahasiannya, Wajib Pajak 
dapat mengajukan permintaan agar pelaksanaan Pemeriksaan dapat di lakukan 
di tempat Wajib Pajak dengan menyediakan ruangan khusus . 

(5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui a t au 
permintaan peminjaman tidak dipenuhi secara lengkap, Pemeriksa Pajak 
Daerah ha rus membuat berita acara tentang pemenuhan permintaan dokumen 
dan pemeriksa dapat melakukan penetapan secara jabatan . 

Bagian Ketujuh 
Penolakan Pemeriksaan Pajak Daerah 

Pasal 18 

(1) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 16 Wajib Pajak h a r u s menandatangani Surat Pemyataan 
Penolakan Pemeriksaan, 

(2) Dalam hal Wajib Pajak menolak menandatangani Surat Pemyataan Penolakan 
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa Pajak Daerah 
membuat Berita Acara Penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh 
Pemeriksa Pajak Daerah. 

(3) Apabila pada saat dilakukan Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak tidak berada 
ditempat maka: 
a. Pemeriksaan tetap dapat di laksanakan sepanjang terdapat pihak yang 

berwenang u n t u k mewakili Wajib Pajak, terbatas u n t u k hal yang ada Haiam 
kewenangannya, dan selanjutnya Pemeriksaan di tunda u n t u k di lanjutkan 
pada kesempatan berikutnya; 



b. apabila pada saat Pemeriksaan Lapangan dilanjutkan setelah dilakukan 
penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Wajib Pajak tetap tidak 
ada di tempat, Pemeriksaan tetap di laksanakan dengan terlebih dahulu 
meminta pegawai Wajib Pajak yang bersangkutan u n t u k mewakili Wajib 
Pajak guna membantu kelancaran Pemeriksaan; 

c. dalam hal pegawai Wajib Pajak yang diminta mewakili Wajib Pajak 
sebagaimana dimaksud pada huruf b menolak u n t u k membantu kelancaran 
Pemeriksaan, pegawai Wajib Pajak tersebut ha rus menandatangani Surat 
Pemyataan Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan; dan 

d. dalam hal pegawai Wajib Pajak menolak u n t u k menandatangani Surat 
Pemyataan Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf c, Pemeriksa Pajak Daerah membuat Berita Acara 
Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan yang ditandatangani oleh 
Pemeriksa Pajak Daerah. 

(4) Apabila kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) 
teijadi, maka dilakukan pengamanan berupa upaya penyegelan. 

(5) Apabila upaya penyegelan tidak dapat di lakukan maka pemeriksa dapat 
melakukan penetapan secara jabatan. 

Bagian Kedelapan 
Penyegelan 

Pasal 19 

Pemeriksa Pajak Daerah berwenang melakukan penyegelan u n t u k memperoleh 
a tau mengamankan buku, catatan, dokumen data yang dikelola secara elektronik, 
dan benda-benda lain yang dapat memberi pe tunjuk tentang kegiatan u s a h a Wajib 
Pajak yang diperiksa agar tidak dipindahkan, dihilangkan, d imusnahkan, diubah, 
dirusak, ditukar, a t au dipalsukan. 

Pasal 20 

Pemeriksa Pajak berwenang melakukan penyegelan dalam hal: 
a. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

16 huruf b dan huruf c; 
b. Wajib Pajak a tau kuasanya tidak berada di tempat dan tidak ada pihak yang 

mempunyai kewenangan u n t u k bertindak selaku yang mewakili Wajib Pajak, 
sehingga diperlukan upaya pengamanan Pemeriksaan sebelum Pemeriksaan 
ditunda; a tau 

c. Wajib Pajak a tau kuasanya tidak berada di tempat dan Pegawai Wajib Pajak 
yang mempunyai kewenangan u n t u k bertindak selaku yang mewakili Wajib 
Pajak menolak memberi ban tuan guna kelancaran Pemeriksaan. 

Pasal 21 

(1) Penyegelan dilakukan dengan menggunakan kerta segel. 
(2) Penyegelan dilakukan oleh Pemeriksa Pajak Daerah yang berwenang dengan 

disaksikan oleh saksi. 
(3) Pemeriksa Pajak Daerah dalam melaksanakan penyegelan wajib membuat 

Berita Acara Penyegelan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak Daerah dan 
saksi. ^ 



(4) Apabila saksi menolak menandatangani Berita Acara Penyegelan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), Pemeriksa Pajak Daerah mencatat penolakan tersebut 
beserta a lasannya ke dalam Berita Acara Penyegelan. 

(5) Dalam melaksanakan penyegelan, Pemeriksa Pajak Daerah dapat dibantu oleh 
Sa tuan Polisi Pamong Praja. 

Pasal 22 

(1) Pembukaan segel dapat dilakukan jika: 
a. Wajib Pajak yang diperiksa a tau kuasanya telah memberi ijin, kepada 

Pemeriksa Pajak Daerah u n t u k membuka a tau memasuki tempat a tau 
ruangan, barang bergerak a tau tidak bergerak yang disegel; a tau 

b. terdapat permintaan dari Penyidik yang sedang melakukan penyidikan tindak 
pidana. 

(2) Pembukaan segel dapat dilakukan oleh Pemeriksa Pajak Daerah dengan 
disaksikan oleh saksi. 

(3) J ika kertas segel yang digunakan u n t u k melakukan penyegelan rusak, 
Pemeriksa Pajak Daerah segera membuat Berita Acara mengenai kerusakan 
tersebut dan melaporkan kepada Kepala OPD. 

(4) Dalam melaksanakan pembukaan kertas segel, Pemeriksa Pajak Daerah wajib 
membua t Berita Acara Pembukaan Kertas Segel yang di tandatangani oleh 
Pemeriksa Pajak Daerah dan saksi. 

(5) J ika saksi menolak menandatangani Berita Acara Pembukaan Kertas Segel, 
Pemeriksa Pajak Daerah mencatat penolakan tersebut beserta alasannya ke 
dalam Berita Acara Pembukaan Kertas Segel. 

Pasal 23 

(1) Apabila setelah jangka waktu 5 (lima) hari kei ja sejak tanggal penyegelan a tau 
jangka waktu lain dengan mempertimbangkan tu juan penyegelan, Wajib Pajak 
yang diperiksa a t au kuasanya tetap tidak memberikan ijin kepada Pemeriksa 
Pajak Daerah u n t u k membuka a tau memasuki tempat a t au ruangan, Wajib 
Pajak wajib menandatangani Surat Pemyataan Penolakan Pemeriksaan. 

(2) J ika Wajib Pajak menolak menandatangani Surat Pemyataan Penolakan 
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa Pajak Daerah 
membua t dan menandatangani Berita Acara Penolakan Pemeriksaan dan 
pemeriksa dapat melakukan penetapan secara jabatan . 

Bagian Kesembilan 
Penjelasan Wajib Pajak 

Pasal 24 

(1) Dalam pelaksanaan pemeriksaan, guna memperoleh penjelasan yang lebih 
rinci, Pemeriksa Pajak Daerah dapat memanggil Wajib Pajak a tau pihak yang 
dikuasakan u n t u k dimintai penjelasan a t au keterangan. 

(2) Penjelasan Wajib Pajak a tau pihak yang dikuasakan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), di tuangkan dalam Berita Acara Pemberian Keterangan Wajib 
Pajak. ^ 



Bagian Kesepuluh 
Pembahasan Hasil Pemeriksaan 

Pasal 25 

(1) Hasil Pemeriksaan Pajak Daerah h a r u s diberi tahukan kepada Wajib Pajak 
dengan memberikan Surat Pemberi tahuan Hasil Pemeriksaan beserta 
lampirannya dan kepada Wajib Pajak diberikan hak u n t u k hadir dalam 
Pembahasan Hasil Pemeriksaan, 

(2) Surat Pemberi tahuan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
beserta lampirannya disampaikan oleh Pemeriksa Pajak Daerah secara 
langsung, melalui kurir, faksimili, a tau j a s a pengiriman lainnya. 

(3) Wajib Pajak wajib memberikan tanggapan tertulis a tas Sura t Pemberi tahuan 
Hasil Pemeriksaan disertai dokumen pendukung yang menguatkan dan berhak 
hadir dalam Pembahasan Hasil Pemeriksaan yang di laksanakan paling lama 5 
(lima) hari kei ja sejak Surat Pemberi tahuan Hasil Pemeriksaan diterima oleh 
Wajib Pajak. 

(4) Dalam hal wajib pa jak tidak hadir u n t u k melakukan pembahasan dalam k u r u n 
waktu yang dimaksud pada ayat (3), maka pemeriksa dapat membuat berita 
acara ketidakhadiran wajib pa jak dalam rangka pembahasan akhir hasil 
pemeriksaan dengan tetap mempert imbangkan tanggapan berikut dokumen 
pendukung yang telah diserahkan wajib pa jak dan tahapan pemeriksaan 
dianggap telah selesai di laksanakan. 

(5) Hasil Pembahasan Pemeriksaan di tuangkan dalam Risalah pembahasan dan 
Berita Acara Hasil Pemeriksaan h a r u s dibuat dan di tanda tangani oleh Wajib 
Pajak dan Pemeriksa Pajak Daerah, pada hari kerja yang merupakan ba tas 
waktu penyampaian tanggapan dan pembahasan hasil pemeriksaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

(6) Wajib Pajak ha rus membuat dan menyampaikan Lembar Pemyataan 
Persetujuan Hasil Pemeriksaan yang bermeterai sebagai bentuk pemyataan 
wajib pa jak menyetujui semua hasil pemeriksaan dan kesanggupan membayar 
pokok pajak terutang berikut sanksinya sesuai Sura t Pemberi tahuan Hasil 
Pemeriksaan yang diterima. 

(7) Risalah Pembahasan dan Berita Acara Pembahasan Hasil Pemeriksaan 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Hasil Pemeriksaan. 

(8) Surat Ketetapan Pajak Daerah a tau Surat Tagihan Pajak Daerah dibuat dan 
diterbitkan Paling lambat 3 (Tiga) hari kei ja sejak Laporan Hasil Pemeriksaan 
di tanda tangani. 

Bagian Kesebelas 
Pemeriksaan Ulang 

Pasal 26 

(1) Pemeriksaan ulang hanya dapat dilakukan berdasarkan perse tujuan Kepala 
OPD. 

(2) Persetujuan Kepala OPD u n t u k melaksanakan Pemeriksaan Ulang dapat 
diberikan: 
a. apabila terdapat da ta b a m masuk termasuk data yang semula belum 

temngkap a t au da ta yang belum diperhitungkan; a t au Q 
b. berdasarkan pertimbangan Kepala OPD. 



(3) Penerbitan SKPDKBT ha rus didahului dengan Pemeriksaan Ulang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dalam hal sebelumnya terhadap kewajiban perpajakan 
yang sama telah diterbitkan SKPD berdasarkan hasil Pemeriksaan. 

Bagian Kedua Belas 
Dokumen Pelaksanaan Pemeriksaan 

Pasal 27 

Bentuk Dokumen Pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam 
lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 28 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah 
Selatan. 

Ditetapkan di SoE 
Pada tanggal 20 Desember 2017 

^BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,^ 

SLPAULUS V. R. MELLA 

Diundangkan di SoE 
Pada tanggal 20 Desember 2017 

SEKRETARIS DAERAH 
^KABUPATEN T I M ^ R ^ ^ ^ H SELATAN,^ 

^ MARTHEN SELAN 

BERITA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2017 
NOMOR 53. 



LAMPIRAN I 
PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN 
NOMOR 53 TAHUN 2017 
TENTANG 
TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH 

FORMAT KERTAS KERJA PEMERIKSAAN 

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN 

Nama WP 
NPWPD 
Masa /Tahun Pajak 

URAIAN PEMERIKSAAN 

Penjelasan : 

Nama Pemeriksa Pajak Paraf 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

^ BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN, J / 

It PAULUS V. R. MELLA 



LAMPIRAN II 
PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN 
NOMOR 53 TAHUN 2017 
TENTANG 
TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH 

FORMAT STANDAR PELAPORAN PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH 

LAPORAN PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH 

A. PELAKSANAAN 
1. Dasar H u k u m 

Pera turan Daerah Kabupaten TTS Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak 
Daerah; 

2. Tim Pemeriksa 
a) Nama 

NIP 
b) Nama 

NIP 
c) Nama 

NIP 

3. Waktu Pelaksanaan 
Hari 
Tanggal 
J a m 

B. TUJUAN 

C. RUANG LINGKUP 

Jen i s Pajak 
Periode Pemeriksaan 

D. HASIL 

1. Identi tas Wajib Pajak 
Nama WP/Penanggung j awab 
NPWPD 
Jen i s Usaha 
Nama Usaha 
Alamat 
No. Telepon 

£ 



2. Data Objek Pajak 
Waktu Operasional 
Omzet Penjualan 
Jumlah 
J u m l a h 
J u m l a h Tenaga Kerja 
Rata-rata Gaji Tenaga Je r j a 
Rata-rata Pengunjung Per Hari 
Alamat 
No. Telepon 

3. Pembukuan a tau pencatatan pendapatan (Omzet) 
4. Pemenuhan Kewajiban Perpajakan 

E. URAIAN HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN 

F. KESIMPULAN DAN SARAN 

G. LAMPIRAN : 
1. Surat Tugas 
2. Kertas Keija Pemeriksaan 
3. Surat Pemberitahuan 
4. Data Pendukung lainnya 

Pengelola / 
Penanggung Jawab Tim Pemeriksa : 

1 X • 

2. 

3. 



KOP OPD 

LAPORAN 

Kepada 
Melalui 
Dari 
Tanggal 
Perihal 

Tim Pemeriksa Pajak Daerah 

Laporan a tas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak 
Tahun 

I. DASAR 
a. 
b. 
0. 

II. PELAKSANAAN 
Hari/ tanggal 
J a m 
Tempat 

III. HASIL 
Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Pajak 

Demikian laporan kami, selanjutnya mohon pe tunjuk 
dan arahan. 

Yang Melaporkan 
Tim Pemeriksa Pajak Daerah 

1. 

2. 

3. 



BERITA ACARA 

Pada hari ini tanggal bulan 
t ahun yang bertanda tangan di bawah ini : 

1.Nama 
NIP 

2. Nama 
NIP 

3. Nama 
NIP 

4. Nama 
NIP 

5. Nama 
NIP 

Tim Pemeriksa Pajak Daerah, sebagaimana Surat Tugas Kepala 
Nomor : Tanggal Telah melakukan kegiatan 
pemeriksaan pajak daerah terhadap : 

Nama Usaha 
Alamat 

Berdasarkan hasil pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Daerah disampaikan ura ian 
sebagai be r iku t ; 

1. Profil Perusahaan 
Nama WP/ Penanggung jawab 
NPWPD 
Jen is Usaha 
Nama Usaha 
Alamat 
No. Telepon 

2. Data Perusahaan 
Omzet per bulan 
Jumlah Tenaga Keija 
Rata-rata Gaji Tenaga Kei ja /Bulan 
Rata-rata Pengunjung Per Hari 
Rata-rata Pajak yang dibayarkan 
Pembayaran Listrik 
Pembayaran PDAM/Pajak Air Tanah 
Data Pajak yang dibayarkan : Terlampir 



3. Bahwa berdasarkan pemeriksaan pada tanggal 
pemer iksaan) . 

(diisi hasi l 

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada 
tekanan dari pihak manapun . 

Pengelola / 
Penanggung Jawab Tim Pemeriksa 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

KEPALA 

(Nama) 
Pangkat 

(NIP) 

UPATI TIMOR TENGAH SELATAN / 
j^PAlibUS V. R. MELLA 



LAMPIRAN III 
PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN 
NOMOR 53 TAHUN 2017 
TENTANG 
TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH 

FORMAT BERITA ACARA PENUNDAAN PEMERIKSAAN 

BERITA ACARA PENUNDAAN PEMERIKSAAN 

Pada hari ini tanggal bulan 
t a h u n berdasarkan Sura t Perintah Tugas Kepala 
Nomor tanggal , kami Tim Pemeriksa Pajak 
Daerah yang tersebut di bawah ini : 

NO. 
1. 
2. 

4. 

NAMA NIP JABATAN KET. 

Selaku Tim Pemeriksa Pajak Daerah pada telah 
melakukan pemeriksaan dengan : 
Nama 
Pekerjaan : 
Alamat : 

Dengan hal ini bert indak selaku : 
Wajib Pa jak /Wak i l /Kuasa /P ihak yang mewakili dari Wajib Pajak : 
Nama Objek Pajak ; 
NPWPD : 
Alamat : 

Wajib Pa jak /Wak i l /Kuasa /P ihak yang mewakili dari Wajib Pajak memohon 
u n t u k d i laksanakan p e n u n d a a n pemeriksaan pa jak 
d ikarenakan (jan akan 
d i laksanakan pemeriksaan pada tanggal 

Demikian Berita Acara ini d ibuat dengan sebenar -benamya. 

Waj ib Paj ak / Wakil / Kuasa / 
Pihak Yang Mewakili 

Ttd 

(Nama Terang) 

Tim Pemeriksa Pajak 
1. Nama Terang; NIP; ttd 
2. Nama Terang; NIP; ttd 
3. Nama Terang; NIP; ttd 
4. Nama Terang; NIP; ttd 
5. Nama Terang; NIP; ttd 

f1 BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN 

( L PAULUS V. R. MELLA 



LAMPIRAN IV 
PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN 
NOMOR 53 TAHUN 2017 
TENTANG 
TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH 

FORMAT SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN PEMERIKSAAN 

SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN PEMERIKSAAN 

Yang ber tanda tangan di bawah ini : 
Nama 
Pekerj aan / J aba tan 
Alamat 

dalam hal ini bert indak selaku : 
Wajib Pa jak /Waki l /Kuasa (coret salah satu) dari Wajib Pajak : 
Nama Objek Pajak : 
NPWPD : 
Alamat : 

Sehubungan dengan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Pajak Daerah 
berdasarkan Sura t Perintah Tugas Nomor 
tanggal dengan ini menya takan MENOLAK PEMERIKSAAN 
dengan a lasan 

Demikian Sura t Pemyataan ini d ibuat dan di tandatangani dengan penuh 
kesadaran dan t anpa paksaan dari s iapapun, ser ta kami bersedia u n t u k 
bertanggung jawab a tas segala akibat h u k u m yang t imbul dari p e m y a t a a n ini. 

Yang Membuat Pemyataan , 
Materai 
Rp. 6 .000 

^BUPATI TIMORJp^NGAH SELATAN, ^ 

j tPAULUS V. R. MELLA 



LAMPIRAN V 
PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN 
NOMOR 53 TAHUN 2017 
TENTANG 
TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH 

FORMAT SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN MEMBANTU KELANCARAN PEMERIKSAAN 

FORMAT SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN 
MEMBANTU KELANCARAN PEMERIKSAAN 

Yang ber tanda tangan di bawah ini ; 
Nama 
Pekerj a an / J a b a t a n 
Alamat 

dalam hal ini ber t indak selaku ; 
Wajib Pa jak /Waki l /Kuasa (coret salah satu) dari Wajib Pajak 
Nama Objek Pajak ; 
NPWPD : 
Alamat ; 

Sehubungan dengan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Pajak Daerah 
berdasarkan Sura t Perintah Tugas Nomor 
tanggal dengan ini menyatakan MENOLAK MEMBANTU 
KELANCARAN PEMERIKSAAN dengan a lasan 

Demikian Sura t Pemya taan ini d ibuat dan di tandatangani dengan penuh 
kesadaran dan t anpa paksaan dari s iapapun, ser ta kami bersedia u n t u k 
ber tanggung jawab a tas segala akibat h u k u m yang t imbul dari p e m y a t a a n ini. 

Yang Membuat Pemyataan , 
Materai 
Rp. 6 .000 

^ U P A T I TIMOR TENGAH SELATAN, ̂  

jL PAULUS V. R. MELLA 



LAMPIRAN VI 
PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN 
NOMOR 53 TAHUN 2017 
TENTANG 
TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH 

FORMAT BERITA ACARA PENOLAKAN PEMERIKSAAN 

BERITA ACARA PENOLAKAN PEMERIKSAAN 

Pada hari ini t a n ^ a l bulan 
t a h u n berdasarkan Sura t Perintah Tugas Kepala 

Nomor tanggal , kami Tim 
Pemeriksa Pajak Daerah yang tersebut di bawah ini : 

NO. NAMA NIP JABATAN KET. 

Selaku Tim Pemeriksa Pajak Daerah pada telah 
melakukan pemeriksaan te rhadap : 
Nama Objek Pajak : 
NPWPD : 
Alamat : 

Sehubungan dengan pemeriksaan tersebut , Wajib Pajak dalam hal ini ; 
Nama 
J a b a t a n : 
Alamat : 

telah menolak Pemeriksaan, dengan demikian te rhadap Wajib Pajak tersebut 
dapa t d i lakukan penetapan secara j aba tan . 

Demikian Berita Acara ini d ibuat dengan sebenar-benarnya. 

Tim Pemeriksa Pajak : 

1. Nama Terang; NIP; ttd 
2. Nama Terang; NIP; ttd 
3. Nama Terang; NIP; ttd 
4. Nama Terang; NIP; ttd 
5. Nama Terang; NIP; ttd 

^BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN, 

% PAULUS V. R. MELLA 



LAMPIRAN VII 
PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN 
NOMOR 53 TAHUN 2017 
TENTANG 
TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH 

FORMAT BERITA ACARA PENOLAKAN MEMBANTU KELANCARAN PEMERIKSAAN 

BERITA ACARA PENOLAKAN MEMBANTU KELANCARAN PEMERIKSAAN 

Pada hari ini t a n ^ a l bulan 
t a h u n berdasarkan Sura t Perintah Tugas Kepala 

Nomor tanggal kami Tim 
Pemeriksa Pajak Daerah yang tersebut di bawah ini : 

NO. NAMA NIP JABATAN KET. 

Selaku Tim Pemeriksa Pajak Daerah pada telah 
melakukan pemeriksaan te rhadap ; 
Nama Objek Pajak 
NPWPD 
Alamat 

Sehubungan dengan pemeriksaan tersebut , Wajib Pajak dalam hal ini diwakili : 
Nama : 
J a b a t a n : 
Alamat : 

telah menolak m e m b a n t u kelancaran Pemeriksaan, dengan demikian te rhadap 
Wajib Pajak tersebut dapat d i lakukan pene tapan secara j aba tan . 

Demikian Berita Acara ini d ibuat dengan sebenar-benarnya. 

Tim Pemeriksa Pajak : 

1. Nama Terang; NIP 
2. Nama Terang; NIP 
3. Nama Terang; NIP 
4. Nama Terang; NIP 
5. Nama Terang; NIP; 

ttd 
ttd 
ttd 
ttd 
ttd 

f BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN ./ 
PAULUS V. R. MELLA 


